BAB 2
KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai pemekaran wilayallaatya berada pada
tiga wilayah kajian, yaitu: penelitian pada fasencwlnya tuntutan pemekaran,
fase proses pemekaran, dan fase pasca pemekarasliti@&® ini dapat
dikategorikan sebagai penelitian yang berada diarfese munculnya tuntutan
pemekaran dan proses pemekaran. Dalam wilayahigemenhi, setidaknya ada
tiga tesis yang ditemui oleh peneliti yang membakeggan pemekaran dengan
menampilkan tiga perspektif keilmuan dan juga fokaisg berbeda.

Pertama perspektif ekonomi, dengan judul “Analisis Pemeimian dan
Kebijakan Perencanaan Pengeluaran PembangunanhDidebaipaten Banggai
Dalam Rangka Menyongsong Pemekaran Wilayah dank$®alaan Otonomi
Daerah”. Penelitian ini merupakan sebuah bentulakajyang dilakukan untuk
mengetahui optimalisasi penggunaan APBD dalam niemdy Kkinerja
perencanaan pemerintah daerah sekaligus melihaankga dengan kinerja
perekonomian di Kabupaten Banjai. (Hambali, 2001)

Kedua perspektif kesejahteraan sosial, dengan judutti§faasi Politik
Mayarakat Dalam Proses Pemekaran Daerah (Studi adaph Proses
Pembentukan Kota Subulussalam sebagai PemekaranKdbupaten Aceh
Singkil)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungKatar belakang konflik sosial
berdarah yang terjadi antara masyarakat yang prdoiatra terhadap pemekaran.
Untuk menjawab hal tersebut, maka peneliti yangsdoregkutan melakukan
pendalaman terhadap alasan-alasan sosial dibalkelgan wilayah serta
terjadinya partisipasi masyarakat dalam proses karae wilayah untuk mencari
akar permasalahan dari konflik komunal yang terjgglilkifli, 2001)

Ketiga perspektif Ketahanan Nasional, dengan judul “Peak Kapasitas
Pendapatan Asli Daerah di Cianjur Selatan DalamdJvkang Pemekaran Daerah
Kabupaten Cianjur (Suatu Tinjauan Dalam PerspeKgtahanan Daerah)”.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana PAD Kabupal&anjur beserta
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potensinya dapat mendukung atau tidak mendukuihgdap Pemekaran Daerah
Kabupaten Cianjur. (Sujana, 2001)

Dari ketiga tesis di atas, tesis pertama dan ketigamiliki sedikit
persinggungan konsep dengan penelitian penulia Yatencanaan Pembangunan
Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelang dilakukan oleh
penulis hanya merupakan gambaran makro dari kagasistitusi pemerintah
daerah yang di dalamnya memuat aspek perencanam(dliimensi kapasitas
manajemen pemda) dan PAD (dalam dimensi kapaszenigan pemda).

Setidaknya ada tiga perbedaan mendasar yang dighetidikasi antara
penelitian penulis dengan kedua tesis tersebuttadi, gaitu: pertama konsep
dasar dan perspektif yang berbeda, dimana penuisggunakan konsep
kapasitas institusi dalam perpektif ilmu administranegara,kedua, tingkat
kedalaman analisis, karena perbedaan luas konsépn kanaka konsep
perencanaan dan PAD dalam penelitian ini hanyaati&s secara makro atau
tidak sedalam kedua tesis tersebut di atas. Olein&atu, kelebihan penelitian ini
terletak pada ruang lingkup konsep yang lebih liatiga, konteks darsetting
wilayah kajian yang berbeda, dimana penelitianmieingambil konteks dampak
dari tuntutan pemekaran (bukan prediksi kelayakamgkaran) dengan

Kabupaten Sukabumi sebagée penelitian.

2.2Kerangka Teori
2.2.1 Pemerintah Daerah

Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penggé&aan pemerintahan
yang diterima secara universal mengingat tidak seanusan pemerintahan dapat
diselenggarakan secara sentralisasi karena perbddaalisi geografis, sosial
budaya lokal, serta menguatnya tuntutan demoksatd@am penyelenggaraan
pemerintahan (Prasojo, Maksum, dan Kurniawan, pOD@lam prakteknya,
desentralisasi melahirkan pemerintah daerah yangilike peran dan fungsi
sebagai penyelenggara pemerintahan di level lokal.

Menurut Kaho pemerintah daerah adalah bagian dariepintah suatu
negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentakaspolitis berdasarkan UU

yang memiliki lembaga atau badan yang menjalanikamepintahan yang dipiliih
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masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengaerikagan untuk membuat
peraturan, memungut pajak serta memberikan pelay&epada warga yang
berada di dalam wilayah kekuasaannya (Jimung, 2005:Dalam konteks
Indonesia, pemerintah daerah adalah gubernur, tib@tau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemhemn daerah (UU 32/
2004, Pasal 1 ayat 3).

Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah daerailahdlokus dimana
kewenangan-kewenangan pemerintahan didesentrikéisasiari level pusat ke
daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerinta¢grala harus memungkinkan
mereka untuk dapat menghasilkaublic goodsdanpublic regulationyang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (Kaloh, 2007:169). WJkapat menjalankan
kewenangan yang dimilikinya secara efisien dantéfetaka pemerintah daerah
harus memiliki kemampuan yang baik yang didukurghdietersediaan sumber
daya dan sarana prasarana yang memadai. Kemampoagiaga dukung inilah

yang dikenal sebagai kapasitas insti{usstitutional capacity,)

2.2.2 Kapasitas Institusi  (Institutional Capacity) dan Pembangunan

Kapasitas (Capacity Building)

Secara umum, kapasitas dapat didefinisikan sedesaampuan untuk
menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai macagsi,f memecahkan
aneka permasalahan yang ada, dan merancang atantol@m tujuan-tujuan
yang ingin dicapai, seperti apa yang diungkapkaeh dFukuda-Parr bahwa
“Capacity is the ability to perform functions, selproblems and set and achieve
objectives”(Fukuda-Parr & al., dalam Willems and Baum&(03:5).

Mengacu kepada pernyataan Fukuda, kapasitas ligiaya berkisar pada
apa yang dimiliki organisasi untuk mengorganisasik@au menggerakkan
elemen-elemen dalam organisasi terkait dengan pearaatujuannya. Kapasitas
juga berarti kemampuan untuk melakukan pengorgsiaisadan penggerakkan
sumber daya secara konsisten dengan tujuan organiszhkan kemampuan
untuk menetapkan tujuan itu sendiri, seperti apayydinyatakan oleh pengertian
berikut ini:
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Capacity is the ability of an individual, an orgaation or a system
to perform functions and to meet objectives effelti and
efficiently. This should be based on a continuiegiew of the
framework conditions, and on a dynamic adjustmenfunctions
and objectiveg(GTZ, 2005:11)

Menurut definisi ini, kapasitas berkaitan dend@mampuan organisasi
untuk menjalankan fungsinya secara efisien dantiéfédapasitas harus bersifat
dinamis atau adaptatif dengan perubahan lingkunghriuk itu, dibutuhkan
evaluasi secara berkala atas performa organisasg yaerepresentasikan
kapasitasnya. Hal inilah yang akan membantu organistuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan sejak semula.

Sementara itu, berkenaan dengan institusi Keohamegatakan bahwa
institusi bukanlah sekedar organisasi itu sentgtjh dari itu, institusi adalah
seperangkat aturan, proses atau praktik yang besaketiengan tingkah laku yang
menentukan peran para aktor organisasi, aktivitangy memaksa, dan
mewujudkan keadaan yang diharapkan.

Institutions are not only discrete organisationsg(e government
agencies), but also, more generally, sets of ru@scesses or
practices that prescribe behavioural roles for astoconstrain
activity, and shape expectationfKeohane, 1988 dalanGTZ,

2005:11)

Dengan demikian, konsdpstitutional capacitydapat dikatakan sebagai
sebuah fokus awal dari pembangunan dan penguatandunal organisasi serta
peningkatan kemampuan manajerial maupun teknis kuntoendukung
perencanaan yang terintegrasi dan proses pengamlxéputusan dalam
pencapaian tujuan organisasi secara efisien daktifefnstitutional capacity
seringkali berimplikasi terhadap perluasan fokusi gemberdayaan, modal
sosial, dan kondisi lingkungan yang memungkinkapesti kebudayaan, nilai-
nilai, dan hubungan-hubungan kekuasaan yang merapgriguatu organisasi.

The concept of institutional capacity is a moviagget since the
field has evolved over the years from an initiadu® on building
and strengthening individual organisations and pdivgy technical
and management training to support integrated piagnand
decision-making processes between institutions.) (Today,
institutional capacity often implies a broader fgcuof
empowerment, social capital, and an enabling emrrent, as well
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as the culture, values and power relations thatuerice us.
(Segnestam & al., 200falamGTZ, 2005:10)

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa kapasitasusisnemiliki fokus
pada pengembangan organisasi melalui aspek indipicises manajemen, serta
lingkungan organisasi secara lebih luas. Lebihutamjiyadi Soeprapto (2002:15)
mengemukakan fokus danstitutional capacitypada 3 (tiga) tingkatan seperti
apa yang disebutkan di bawah ini:

a. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang Hmnhgan
dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan konldisar yang
mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tarfent

b. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuantotostruktur
organisasi-organisasi, proses pengambilan keputdsaselam
organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-nskan
pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubbagangan
dan jaringan-jaringan organisasi;

c. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketralap
individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahugkah laku,
pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi pekerjaan
orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Tingkatan kapasitas yang dikemukakan oleh Soepraptyyatakan bahwa
kapasitas institusi mencakup aturan dasar yang adet@ndasan pencapaian
tujuan, proses manajemen dan jaringan organisasjg& pengembangan sumber
daya manusia dalam organisasi. Hal tersebut sejalangan apa yang
diungkapkan olelunited Nation Development Programr(i¢gNDP) bahwa fokus
capacity buildingoerada pada tiga dimensi kapasitas institusiuyait

a. Human resource development, the process of equppin
individuals with the understanding, skills and axeto
information, knowledge and training that enablesenth to
perform effectively.

b. Organizational development, the elaboration of ngeraent
structures, processes and procedures, not only imwith
organizations but also the management of relatiggsbetween
the different organizations and sectors (publicjvate and
community).

c. Institutional and legal framework development, magkiegal
and regulatory changes to enable organizationgjtunsons and
agencies at all levels and in all sectors to enteartbeir
capacities.
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Tidak ada perbedaan yang berarti dalam pengklasifk level
kapasitas institusi menurut Riyadi Soeprapto darDBNApabila lebih diurai
lagi, fokus kapasitas institusi berdasarkan duaifikasi di atas menunjukkan
bahwa kapasitas institusi mencakup regulasi dalanganisasi dan
implementasinya di tataran manajemen hingga kd tekais, pengembangan
organisasi melalui pengaturan sarana prasana, emeajfinansial dan sumber
daya manusia, hinggaetworking yang menghubungkan organisasi dengan
lingkungannya.

Berbeda dengan kedua Klasifikasi di atas, USAO®nter for
Development, Information, and Evaluatiomemperinci dimensi-dimensi
institutional capacitydalam ke dalam bagian-bagian berikut ini:

a. Oversight/Vision (board, mission, autonomy)

b. Management Resources (leadership style, particigato
management, management systems, planning, community
participation, monitoring, evaluation)

c. Human Resources (staff skills, staff developmeggrzational
diversity)

d. Financial Resources (financial management, financia
vulnerability, financial solvency)

e. External Resources (public relations, ability torwavith local
communities, ability to work with government bodisility to
work with other NGOs)

(USAID Center for Development Information and Ewdlon,
2000:9)

Apabila dicermati secara seksama kelima elemesdsungguhnya telah
tercakup ke dalam tiga level institusi yang diskantoleh Riyadi Soeprapto dan
UNDP. Namun demikianUSAID Center for Depelovment, Information, and
Evaluationmenguraikan elemen kapasitas institusi secara kepperinci dengan
memunculkan aspek keuangan dan hubungan eksteetras tersendiri.
Klasifikasi lain dalam melihat kapasitas institagngan lebih memperinci lagi
dimensi kapasitas institusi diuraikan olghited NationgUN) berikut ini;

Mandat dan struktur legal,

Struktur kelembagaan,

Pendekatan manajerial,

Kemampuan organisasional dan teknis,
Kemampuan fiskal lokal, dan
Aktivitas-aktivitas program.

(Edralin dalam Keban, 2000:8)

~eaooTw
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Klasifikasi di atas menambahkan aktivitas-aktivitagpogram sebagai
bagian tersendiri dari dimensi organisasi, meskigerara keseluruhan aktivitas-
aktivitas program telah tercakup secara tersirdandaklasifikasi-klasifikasi
dimensi kapasitas institusi sebelumnya. Dimensigypertama (mandat dan
struktur legal) telah terepresentasikan dalam lesistem menurut Riyadi
Soeprapto dan UNDP serta dimengission menurut USAID Center for
Development Information and EvaluatiorDimensi yang kedua (struktur
kelembagaan) hingga dimensi keenam (aktifitas @rogrdiklasifikasikan ke
dalam level organisasional dan individual oleh Riy&oeprapto dan UNDP.

Untuk dimensi yang kedua hingga terakhir, apabitamndingkan dengan
dimensi kapasitas menurut USAlIBenter for Development Information and
Evaluationmaka struktur kelembagaan telah tercakup dalession pendekatan
manajerial diungkapkan sebagamanagement resourges kemampuan
organisasional dan teknis dapat disetarakan dedgaansi human resources
sedangkan kemampuan fiskal lokal dinyatakan selfaxgaicial resourcesSelain
itu, Edralin tidak memberikan penjelasan lebih U&nptas elemen-elemen
kapasitas institusi yang diuraikannya. Sementarakilasifikasi dengan variasi
lain dikemukakan olefWorld Bankdengan menekankainstitutional capacity
pada;

a. Pengembangan sumber daya manusia; training, relenit dan
pemutusan pegawai profesional, manajerial dansekni

b. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, prosesjber daya dan
gaya manajemen,

c. Jaringan kerjanetwork, berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi
network, serta interaksi formal dan informal,

d. Lingkungan organisasi, yaitu aturafrule) dan undang-undang
(legislation yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab da
kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadbdtan bagi
development taskserta dukungan keuangan dan anggaran.

e. Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, melipuktéa-faktor politik,
ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kaner

Berbeda dengan pendekatan UN maupun pendekataekatad lainnya,
World Bankmelihat kapasitas institusi dalam konteks yanghlehakro dengan

menambahkan faktor-faktor politik, ekonomi, sertétuasi kondisi yang
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mempengaruhi kinerja. Sayangnya aspek-aspek @k tidrelaborasi secara rinci
seperti aspek-aspek yang lainnya.

Merujuk kepada berbagai definisi di atas, secaneige kapasitas institusi
dapat dikatakan sebagai kondisi internal organisgang menunjukkan
kemampuan untuk menyediakan dan menggerakkan sutalgarterkait dengan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinyapakitas institusi adalah
kemampuan organisasi untuk merancang tujuan-tujizan mencapainya dalam
konteks ketersediaan sumber daya internal orgarss&sligus kemampuannya
untuk menambah atau memperbaiki ketersediaan suddya sesuai dengan
kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan sumbaretaternal.

Kapasitas ini meliputi wilayah keorganisasian (&rklengan regulasi dan
kebijakan, struktur dan fungsi, manajemen, sarar@sapana, dan finansial
organisasi), individu (terkait dengan skill dan gemhuan, hubungan antar
individu, serta tanggung jawab individu terhadagakidan kewenangannya), dan
hubungan eksternal (terkait dengan kemampuan aa@sinidalam menjalin
komunikasi dengan lingkungan). Dengan kata laipakédas institusi merupakan
kondisi riil dari internal organisasi yang berhubgan dengan kemampuannya
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dekagakter organisasi yang
bersangkutan yang juga dipengaruhi oleh lingkurmganisasi. Oleh karena itu,
kajian kapasitas organisasi tidak dapat mengabaiksmika lingkungan.

Dewasa ini, dinamika lingkungan yang terjadi dengegitu cepatnya
menuntut adanya perbaikan ataupun peningkatan ikapasstitusi(institutional
capacity) Adaptasi ini diperlukan untuk menjaga konsistekiserja organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapEaiam konteks ini, maka
organisasi memerlukan pembangunan kapa&itgsacity building)sebagai upaya
untuk menutupi kesenjangan antara kapasitas isisyiting ada dengan kebutuhan
lingkungan yang terus bergerak mengikuti perubdingkungan.

Dalam beberapa literatur pembangunan, konsgpacity building
sebenarnya masih menyisakan sedikit perdebatamdagmdefinisian. Sebagian
ilmuwan memaknatapacity buildingsebagatcapacity developmeiattaucapacity
strengthening mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembaragaankpuan

yang sudah adaeXisting capacity Sementara yang lain lebih merujuk pada
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constructing capacitysebagai proses kreatif membangun kapasitas yamgnbel
nampak ot yet The Capacity Building For Local Governmdioward Good
Governance exist(Soeprapto, 2002:8)

Sebuah definisi menyatakamapacity building(pengembangan kapasitas)
sebagai upaya yang dimaksudkan untuk mengembargka@ta ragam strategi
meningkatkanefficiency effectivenessdan responsivenesginerja pemerintah.
“Capacity building is intended to encompass a veradtstrategies that have to
do with increasing the efficiency, effectiveness @esponsiveness of government
performance” (Merilee S.Grindle (1997:6-22) dalam Soeprapto, 2002:9).
Efficiency yang dimaksud adalah efisiensi dalam hal wakime) dan sumber
daya (esourcey yang dibutuhkan guna mencapai suatitcome sementara
effectivenesderupa sejauh mana pencapaian-pencapaian yang easiaebgi
dengan hasil yang diinginkan; daesponsivenesgakni kemampuan organisasi
untuk mengadaptasikan sumber daya dan kemampuahenygan kebutuhan
lingkungan organisasi.

Definisi lain menyatakan bahweapacity buildingadalah upaya untuk
meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang beakgmbuntuk
mengembangkan ketrampilan manajemen dan kebijakang yesensial yang
dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, spsiktik, ekonomi dan SDM
sehingga negara yang bersangkutan eksis dalamuymanmcalobal.

...attemp to enhance the ability of people of dgyMab nations to
develop esssential politics and management skilsessary to
build their nation’s human, economic, social pekti and cultural
structures so as to their proper place in globalaak. (James
(1998:xv) dalam Gunawan, et.al, Eds., 2005:246)

Dalam definisi di atas pembangunan kapasitas diteka pada
peningkatan kemampuan negara-negara berkembangasigek sumber daya
manusia, struktur sosial, politik, ekonomi, dan dymhya. Hal tersebut
dimaksudkan agar jurang kesenjangan yang sedemlkizar antara negara-
negara Utara(developed country)dan Selatan(developing country)dapat
dipersempit. Hal ini akan memperkuat posisi negegara Selatan dikancah
persaingan internasional yang tentu saja akan pékiasi terhadap berkurangnya

dominasi negara-negara Utara. Namun, lingkup dgmantudari pembangunan

19 Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Ichwan Santosa, FISIP Ul, 2008



kapasitas tersebut terlalu bersifat makro dan takdn dibahas dalam penelitian
ini.

Sementara itucapacity building didefinisikan oleh Brown(2001:25)
sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemaamgeseorang, suatu
organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujyaan yang dicita-citakan
(Soeprapto, 2002:9). Artinya, pembangunan kapaditashkan untuk menutupi
kesenjangan antara kemampuan yang sudah ada dd&egammpuan yang
dibutuhankan untuk mencapai tujuan-tujuan yandntdigetapkan.

Sementara itu Moriso(001:42) melihat capacity building sebagai suatu
proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaiakege perubahan multi level
di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasjamisasi dan sistem-sistem
dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesugidividu dan
organisasi sehingga dapat tanggap terhadap pembaigkungan yang ada
(Soeprapto, 2002:9-10). Dengan kata lain, Morisaglimt organisasi sebagai
sub-sistem dalam sistem yang lebih makro yang faédinamis. Untuk menjaga
stabilitas sistem tersebut maka organisasi harugelak menyesuaikan diri
dengan perubahan lingkungan.

Sedangkan Milen(2001:142) melihatcapacity building sebagai tugas
khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungayamdaktor-faktor dalam
suatu organisasi atau sistem tertentu pada suakiuwertentu (Soeprapto,
2002:9-10). Dengan demikian, berbeda dengan Mariddilen membatasi
pembangunan kapasitas dalam dimensi waktu tertentu.

Pengembangan kapasitas dapat juga didefinisikaagselsebuah proses
untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompolekgiok, organisasi-
organisasi, dan juga masyarakat untuk menganalisgkungan mereka,
mengenali masalah-masalah, kepentingan-kepentingdan kesempatan-
kesempatan, merumuskan strategi-strategi untuk ebesgikan masalah-masalah
dan kepentingan-kepentingan tersebut di atas seiak meraih kesempatan-
kesempatan yang relevan, merancang sebuah renc&ma program-program,
dan memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dgaag mendukung

pelaksanaannya, memantau dan mengevaluasi rencagearp-program, serta
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(vi) menggunakan arus balik untuk mempelajari petaj-pelajaran (ACBF,
2001). (Soeprapto, 2002:10)

Pengertian di atas memperlihatkan aspakacity buildingyang lebih
terperinci dibandingkan dengan pengertian-pengesd&belumnya. Pengertian ini
melihat capacity buildingdalam dimensi strategik. Artinyajapacity building
merupakan sebuah mata rantai yang utuh antar prgmeg dimulai dengan
pengenalan masalah, pengenalan peluang, perancatrgéegi, implementasi,
pengawasan, hingga pengevaluasian yang akhirnya lekabali ke tahap awal
untuk kembali mengulang proses yang sama.

Pengertian lain mengeneaapacity buildingmenyatakan bahweapacity
building umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintakyarakat
ataupun individu dalam mengembangkan keahlian datrafpilan yang
dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan merekengfam pengembangan
kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kepo@n dalam mengevaluasi
pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankanputasan-keputusannya
secara efektif

Capacity building wusually is understood to mean phej
governments, communities and individuals to develap skills
andexpertise needed to achieve their goals. Oftesigded to
strengthen participant’s abilities to evaluate th@olicy choices
and implement decisions effectively, may includedcation and
training, institutional and legal reforms, as wedls scientific,
technological and financial assistang&atty Sensiong1993:15)
dalam Soeprapto, 2002:10-11)

Berdasarkan pengertian tersel#pacity buildingberada dalam wilayah
pengembangan organisasi bernama negara yang dilalddngan meningkatkan
kapasitas unit-unit yang ada didalamnya pada seriiogkatan (seperti
pemerintah, komunitas, hingga individu) yang seddmasus akan membantu
proses pencapaian tujuan unit-unit tersebut dara @&dhirnya akan mengarah
kepada pencapaian tujuan organisasi itu sendirngBe kata lain,capacity
building mengacu kepada pembangunan, pengembangan, atangkatan
keterampilan, infrastruktur, sumber daya organjsaslan komunitas
disekelilingnya yang diperlukan untuk mempengaddn memelihara perubahan

tingkah laku yang diharapkan dalam mendukung pexaaptujuan organisasi.
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“Capacity building generally refers to the skillsfrastructure, and resources of
organizations and communities that are necessagffaxt and maintain behavior
change” (USA Government, Centers for Disease Control and Préeen
Departement of Health and Human Servi@X)7).

Dengan demikian,capacity building berfungsi sebagai alat untuk
mengadaptasikan organisasi dengan lingkungan damamikanya dengan
mengembangkan kemampuan yang sudah ada atau diwidk organisasi
maupun membangun atau menciptakan kemampuan bagu belum dimiliki
oleh organisasi. Pada akhirnya, kedua fungsi tetsdilakukan dengan tujuan
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, respeoitss, dan akuntabilitas
organisasi yang terkait dengan lingkungan intemabpun eksternal, pada level

manapun organisasi itu berada.

2.2.3 Kapasitas I nstitus (I nstitutional Capacity) Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka strategiegfrayang perlu
dipersiapkan berdasarkan dimensi-dimensi datapacity buildingadalah (1)
penentuan secara jelas visi dan misi daerah dabagmpemerintah daerah, (2)
perbaikan sistem kebijakan publik di daerah, (3)pakan struktur organisasi
pemerintah daerah, (4) perbaikan kemampuan maalajéan kepemimpinan
pemerintah daerah; (5) pengembangan sistem akliatstnternal dan eksternal
pemerintah daerah; (6) perbaikan budaya organigasierintah daerah; (7)
pengembangan SDM aparat pemerintah daerah, (8)epdiangan sistem
jaringan (etwork antar kabupaten dan kota, serta (9) pengembangan,
pemanfaatan, dan penyesuaian lingkungan pemerid¢eiah yang kondusif
(Riyadi Soeprapto, 2002:24). Dengan demikian, secagregatinstitutional
capacity dari pemerintah daerah mencakup sinergi dari kigsagang bergerak
pada tiga ranah dan level yang berbeda, yakni kapasindividual,
organisasional, dan sistem. (Kebijjakan Terobosamirfgkatan Kapasitas
(capacity building) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi
KalimantanTengah, 2007:1)
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Pada level individual kapasitas yang diperlukan cakop aspek-aspek
kognitif (pengetahuan dan keahlian teknokratikekaf (komitmen, motivasi,
konsistensi, dan sikap-sikap altruistik lainnyaandevaluatif (visi, misi, daya
inisiatif, dsbnya) individual penyelenggarakan pantahan (Kebijjakan
Terobosan Peningkatan Kapasi@@spacity building)Pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota di provinsi KalimantanTengah, 2007Aspek ini sangat terkait
erat dengan kemampuan pemda dalam melakukan mamajsomber daya
manusia terhadap aparaturnya.

Pada level organisasional, kapasitas yang diparlukaencakup
keseluruhan semua mata-rantai pembuatan kebijalblik pnulai dari tahapan
agenda settingdan perumusan kebijakan hingga pada implementasi da
pengawasan pelaksanaan kebijakan (Kebijjakan TessbBeningkatan Kapasitas
(capacity building) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi
KalimantanTengah, 2007:1). Artinya, level organisaal merupakan kapasitas
institusi pemda yang tercermin dalam proses yangladi pemda dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang beraaia aeng publik.

Sementara pada tingkat sistem, kapasitas yang lukper menyangkut
kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapadgitds/idu dan
organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanidame,standar baku dalam
kerja pemerintah daerah. Hal ini akan terlihat damoduk-produk kebijakan,
misalnya Perdastandard operating proceduréSOP), keputusan dan edaran
gubernur, bupati, walikota ataupun keputusan piapiDPRD pada semua
tingkatan pemerintahan. Pada tingkat yang palinggii pelembagaan dapat
dilihat dari adanya kesepakatan sensteke-holderddi tingkat lokal mengenai
nilai, mekanisme, prosedur, dsbnya yang bersifiat lwlan mengikat bagi semua
pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembanglan pelayanan publik.
(Kebijjakan Terobosan Peningkatan Kapasiteapacity building) Pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Kalimantangah, 2007:1)

Semua elemen yang ada harus dilihat sebagai saatulesm, sebagai
sebuah sistem, apabila dibenahi yang satu dapatperagaruhi yang lain. Bila
dicermati elemen-elemen ini menyangkut kemampuamepatahan daerah dalam

penyediaarinput (semuaresourcesyang dibutuhkan), proses (penerapan teknik
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dan metode yang tepafgedback(perbaikan input dan proses), dan lingkungan

(penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif) diySoeprapto, 2002:24).

2.2.4 Indikator-indikator Kapasitas I nstitusi Pemerintah Daer ah

Untuk menganalisis bagaimana kapasitas institeuspemerintah daerah
(pemda) maka diperlukan indikator ataupun aspek) yaanjadi tolak ukur dari
kapasitas institusi tersebut. Mengacu kepada waiaian sebelumnya, indikator-
indikator kapasitas institusi pemda dapat disederkan ke dalam dua wilayah
kapasitas, yaitu kapasitas internal —-yang melipetersediaan sumber daya dan
kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersedam demembentuk
internal performance organisasi— dan kapasitas eksternal —yang meliputi
kemampuan organisasi untuk membentplerformance organisasi dalam
pencitraannya terhadap lingkungan luar organisasi kkmampuan organisasi
untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi sumbegmddari luar organisasi
untuk mendukung kinerja organisasi secara intenaalpun eksternal—.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan klasifika&elemen-elemen
kapasitas institusi yang dikemukakan oleh USAU2nter for Development
Information and Evaluatiosebagai landasan bagi perumusan indikator-indikator
kapasitas institusi pemda. Klasifikasi tersebutilitipoleh peneliti sebagai
landasan teori karena elemen-elemen kapasitasusisyiang dikemukakan oleh
USAID Center for Development Information and Evaluatdifabarkan secara
lebih detail dan terperinci dengan dikotomi yankggeantara aspek internal dan
eksternal dari kapasitas institusi.

Mengacu kepada elemen kapasitas institusional yhikemukakan oleh
USAID Center for Development Information and Evaluatioraka indikator
kapasitas internal pemda meliputi aspek visi pe(gdag mencakup aspek-aspek
turunannya seperti misi, kerangka kerja, kebijakamgga program-program yang
dimiliki oleh pemda), proses manajemen dalam perfydag meliputi aspek
perencanaan dan pengawasan, gaya kepemimpinagm sisanajemen, hingga
proses pengambilan keputusan dalam pemda), kosdisiber daya manusia
dalam pemda (meliputi jumlah personil, skill pelgorhingga program

pengembangan personil), dan kemampuan keuanganapémeliputi kondisi
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finansial dan manajemen finansial dalam pemda)rsgichn indikator kapasitas
eksternal pemda meliputi hubungan yang terjalira@ntnstitusi pemda dengan
lingkungannya sepentiublic relationsyang dijalankan pemda terhadap komunitas
lokal, kemampuan dalam memberikan pelayanan darerjaslama dengan
komunitas lokal, kemampuan untuk bekerjasama dengétrunit pemda yang
lain, dan juga kemampuan menjalin relasi dengan NGBOn Governmental

Organization)

2.2.5 Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Kerangka

Pemekar an dan Penataan Wilayah

Sebagaicapacity building, pemekaran daerah merupakan bagian dari
upaya penataan wilayah dalam upaya meningkatkarmskap pemda yang
dianggap memiliki masalah dengan luasnya wilayaddam praktiknya, konsep
pemekaran atau pembentukan daerah di Indonesiahsemnjadi satu-satunya
solusi penataan wilayah. Konsep yang sudah terdamuncul sebagatrend
pemerintahan daerah di Indonesia ini pada akhinmgeeduksi alternatif-alternatif
penataan wilayah lainnya.

Pemahaman semacam ini tidak terlepas dari pemafsieang sempit
terhadap makna dan tujuan penataan wilayah karenatgan wilayah dikaitkan
dengan kemampuan dan kemandirian daerah otonomah&adnakna yang
terkandung dalam konsep penataan wilayah jauh lebi& dari sekedar indikator
kemandirian sebagai daerah otonom. Penataan wilaymfa mencakup
kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintabeara efektif dan efisien
dengan menggunakan segala potensi dan sumber dagatgrsedia. (Mariana
dan Paskarina, 2008:192)

Berdasarkan asumsi tersebut, konsep penataan wikslzenarnya dapat
dilakukan melalui tiga cara, yakni: (1) pemekar§2) penggabungan; (3ke-
grouping sub-sub wilayah dalam daerah yang bersangkutanalfmye re-
grouping kecamatan dan/atau desa dalam wilayah kabupateputsan untuk
memilih salah satu cara didasarkan padi&comes/ang ingin dicapai.Penataan
wilayah dalam kaitannya dengan manajemen pemeantaherupakan upaya

untuk menata atau mengatur penyelenggaraan peateimtagar fungsi-fungsi
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pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dameafiglariana dan Paskarina,
2008:191-192). Untuk itu, penataan wilayah dapktkdkan tanpa pembentukan
maupun penghapusan daerah otonom, melainkan megagoupingkecamatan

dan/atau kelurahan dengan memberikan mereka kegamayang lebih besar
untuk mengambil keputusan. Dalam konteks ini madduperjadi pendelegasian
kewenangan dari pemerintah di level kabupaten deyhaunit-unit pemerintah
dibawahnya kecamatan dan/atau kelurahan). Dengaikid®, problemspan of

control diharapkan dapat teratasi tanpa perlu melakukanbpetukan daerah

otonom baru (pemekaran).

2.3 Model Analisis
Berdasarkan indikator-indikator dalam kapasitastituss pemerintah
daerah maka analisis yang dilakukan terhadap Kapagnstitusi pemda ini

merupakan analisis univariat (satu variabel), sepang terlihat dalam gambar

berikut ini:
Kapasitas
Institusi
Internal Capacity ] [ External Capacity ]
/ \
Hubungan eksternal
Proses Sumber daya Keuangan
Manajemen manusia

Elemen-elemen Kapasitas Institusi

Dengan analisis univariat, maka seluruh sub-varialadam gambar 1
merupakan suatu kesatuan dalam satu variabel ykdtpasitas institusi
(institutional capacity) Artinya, jenis penelitian ini tidak sampai mengmslkan
jalinan hubungan antar variabel yang ada. Dengamkiken, penelitian ini tidak
dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang meskala variabel anteseden

yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataaal, sakan tetapi hanya
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mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi daui \&atiabel yang dibentuk
oleh sub-variabel-sub-varibel tertentu.

Hal tersebut dapat dimengerti karena penelitian aialah penelitian
deskriptif (descriptive researchlyang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi
dan klarifikasi atas kapasitas institusi pada Kalemp Sukabumi. Jenis penelitian
ini dilakukan dengan jalan mendeskripsikan sejumiatiabel yang berkenaan

dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal 5129).

2.4 Operasionalisasi Konsep

Untuk memudahkan proses penelitian, maka variabphditas institusi
yang terdiri dari dua sub-variabel dan diperincinfadi lima dimensi tersebut
kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikatorbagai landasan dalam
merumuskan pertanyaan sekaligus representasi Kebutypemenuhan data.
Dengan kata lain, hal inilah yang menjadi pedomagi Ipeneliti dalam proses
pengambilan data yang dibutuhkan ketika turun lkargan (objek penelitian).
Perumusan konsep kedalam sejumlah variabel hingggach sejumlah indikator

tersebut dapat dilihat dalam operasionalisasi kpbseikut ini:
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Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep

Konsep Variabel Sub- Dimensi Indikator Parameter Sumber
variabel data
Kapasitas | Kapasitas | Kapasitas | Visi Platform visi misi | Kondisi Sekunder
Institusi Institusi internal organisasi pemda | sebelum  dan
Pemda pemda Kerangka kerja sesudah adanyolSekunoler
Kebijakan dan Lu;;]lgzligran Pdan$S
program pemda__| 5645 ¢ 2008) |
Derajat Primer
ketercapaian visi
Proses Kemampuan Primer
manajemen | perencanaan
Kepemimpinan Primer
Kemampuan Primer
Pengawasan
Kemampuan Primer
Pengevaluasian
Sumber Perbandingan PdanS
daya jumlah personil
manusia Level skill personil P dan S
Sistem Primer
pengembangan
personil
Mekanisme reward Primer
and punishment
Keuangan | Perbandingan PdanS
PAD:APBD
Pengelolaan Primer
keuangan pemda
Proses audi Primer
keuangan pemda
Kapasitas | Hubungan | Kemampuan untul;L Primer
eksternal | eksternal berinteraksi dengal
pemda jaringan masyaraka
Kemampuan untuk Primer
bekerjasama dengan
unit-unit pemda
yang lain
Kemampuan untuk Primer
bekerjasama dengan
NGO

Sumber: Data dimodifikasi oleh peneliti dengan merujuk ka#goadimensi kapasitas institusi
menurut USAID Center for Development Information and Evaluation.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa peneliiid@ menganalisis

variabel kapasitas institusi pemda yang diklastikan ke dalam kapasitas

internal dan eksternal pemda. Variabel internal ggemmeliputi visi —yang diukur
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melalui platform visi misi pemda, kerangka kerja, kebijakan dargpam pemda,
dan derajat ketercapaian visi—, proses manajemang-gliukur dengan melihat
kemampuan perencanaan, kepemimpinan, kemampuan avpesan, dan
kemampuan pengevaluasian—, kondisi sumber dayasiaanyang diukur dengan
melihat jumlah personil, level skill personil, €8t pengembangan personil, dan
mekanismeaeward and punishment dan kondisi keuangan pemda —yang diukur
melalui rasio PAD dalam APBD, manajemen keuangaam groses audit
keuangan pemda-—.

Untuk variabel eksternal, aspek yang diteliti alahubungan eksternal
pemda yang diukur melalui kemampuannya untuk beEmaksi dengan jaringan
masyarakat, kemampuan untuk bekerjasama dengamuninipemda yang lain,
dan kemampuan untuk bekerja sama dengan NGO a@anisasi di luar
pemerintahan daerah. Seluruh indikator tersebuik (dari kapasitas internal
maupun eksternal) diukur dengan mengacu kepadadiaabelum dan sesudah
adanya tuntutan pemekaran.

Sementara itu, pengumpulan data lebih banyak dipesieh data primer,
meskipun ada beberapa yang menggunakan data sek(wsledan kerangka
kerja) atau bahkan menggabungkan keduanya (sdgbijakan dan program
pemda). Namun demikian, ketika turun ke lapangdret@ma sumber data yang

sudah tersettingdalam operasionalisasi konsep mengalami bebeepdahan.

2.5 Metode Pendlitian

Metodelogi adalah pengetahuan tentang metode-met@dlii metode
penelitian adalah berbagai metode yang dipergundiitam penelitian (Sumantri,
2005:328). Setiap penelitian pada hakikatnya meryggumetode penelitian
masing-masing dan ditetapkan berdasarkan tujuaglipan. Demikian pula pada
penelitian ini peneliti menggunakan metode tertemtiuk memperoleh hasil

terbaik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
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2.5.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekapmsitivist yaitu pendekatan yang
menggunakan teori sebagai landasan dalam melakgaiitian.
Menurut Neuman, pendekatpositivistadalah:

...an organized method for combining deductive logit \precise

empirical observations of individual behavior inder to discover
and confirm a set of probabilistic causal laws tlcan be used to
predict general pattern of human activifileuman, 2003:76)

Berdasarkan definisi ini pendekatpositivist merupakan sebuah metode
untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan habi$ervasi empiris atas
perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfimsagumlah kemungkinan
dalam hukum sebab akibat yang dapat dipergunakiatk omemprediksi pola-pola
umum dari aktivitas manusia.

Karena penelitian ini bertujuan untuk mempergiemahaman mendalam
atas kapasitas institusi Kabupaten Sukabumi, makaelpian ini hanya
mengambil aspek penggunaan logika deduktif dengan bbservasi empiris dari
pendekatan positivis tanpa disertai upaya untuk bestuk sebuah pola umum

dari kapasitas institusi.

2.5.2 Tipe Penédlitian

Tipe penelitian yang digunakan didasarkan padakthsifikasi. Pertama
dilihat dari kegunaannya terhadap pengembangan ipangetahuan, maka
penelitian ini bersifamurni atau berada dalam kerangka pengembangan ilmu
pengetahuan, sementara signifikansi praktis darelgen ini merupakan dampak
bawaan semataKedua dilihat dari tujuan penelitian, jenis data yangpin
dikumpulkan dan tingkat kedalamannya, maka peasliini merupakan tipe
penelitiandeskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberi suataian
yang deskriptif mengenai suatu kolektivitas dengjarat bahwa representativitas
harus terjamin (Vredenbregt, 1980:34).
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2.5.3 Waktu, Lokas Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih duabuApril-Juni 2008)
dengan mengambsiite kantor pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berlakasi
wilayah pesisir Pelabuan Ratu dan salah satu kd¢eamgang berada dalam
wilayah hukum pemda kabupaten Sukabumi (sebagaibaham). Dalam
memenuhi kebutuhan data sebagaimana telah dinyatidam operasionalisasi
konsep, peneliti melakukan wawancara mendalam dempgaak-pihak terkait
yang didukung oleh studi atas dokumen-dokumen gangnmaupun literatur-
literatur terkait. Atas dasar tersebut maka respondialam penelitian ini
ditentukan dengan tekngurposive samplin¢tidak ditentukan secara acak), yaitu
dengan memilih orang-orang dalam organisasi pemaapon pihak luar yang

terkait dengan aspek-aspek kapasitas institusi yayng diuraikan oleh peneliti.

2.5.4 Informan Kunci (Key Informan)

Key informandalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategoritlya
informan internal dan eksternal. Untuk informanemial diantaranya yaitu
Kasubbid BAPPEDA (pemenuhan data atas visi dan ikbon@anajemen),
Inspektur Pembantu Bidang Aparatur (kemampuan pesggn  dan
pengevaluasian), Pejabat x dan Analis Sistem dadaB Kepegawaian Daerah
(kemampuan SDM), Pejabat x dan xx dari Dinas Pelm&euangan dan Aset
Daerah (kemampuan keuangan), Kepala Bagian Hubunlytsyarakat
(kemampuan berinteraksi dengan jaringan masyarakiaif) Camat Sukaraja
(manajemen Kecamatan).

Untuk responden eksternal wawancara dilakukan deri§aordinator
Koalisi LSM Pro Perubahan beserta salah satu skiminnyan serta Ketua
Komisi | yang membawahi urusan pemerintahan. Dengdanya responden
eksternal ini maka data terpenuhi melalui dua mHtspsehingga analisis dapat

dilakukan secara lebih objektif.
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2.5.5Teknis Analisis Data
Penelitian ini mengkombinasikan hasil analisis dokn atau literatur
terkait dengan data yang telah diperoleh melaluvavecara mendalam. Meski
tidak membandingkan kondisi sebelum dan sesudahyadantutan pemekaran
secara langsung, akan tetapi perbandingan tersddaut tersirat dalam analisis
yang ditampilkan pada bab 4. Seluruh data tersdlamnalisis secara kualitatif

(tanpa analisis statistik).
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